BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 128 TAHUN 2021
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tasikmalaya tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);



10.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 6618);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas
Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 272);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2016 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2021 Nomor 3);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN NON PERIZINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2
3.

10.

11

12,

Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
yang selanjutnya disingkat DPMPTSPTK adalah perangkat daerah yang
mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi
kewenangan daerah.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah
pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap
permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui
satu pintu.

Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan
Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan
sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu
dan satu tempat.

Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat
beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari
pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha
untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan
tingkat resiko kegiatan usaha.

Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya
sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan
pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



13.

14.

15.

(2)

(2)

(3)

(4)

(5)

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai
Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single
Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem elektronik
terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk
penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sistem Perizinan Elektronik Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya
disingkat SPEKTA adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan
diselenggarakan oleh DPMPTSPTK untuk penyelenggaraan nonperizinan
dan/atau perizinan non OSS.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan
Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSPTK.

Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala
DPMPTSPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan
ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Peningkatan eckosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Perzinan Berusaha Berbasis Risiko;

b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan

c. Perizinan Berusaha sektor.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala
usaha kegiatan usaha.

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b meliputi:

a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

b. persetujuan lingkungan; dan

c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
terdiri atas sektor:



kelautan dan perikanan;

pertanian;

lingkungan hidup dan kehutanan;

energi dan sumber daya mineral;
perindustrian;

perdagangan,;

pekerjaan umum dan perumahan ralryat;
transportasi;

kesehatan, obat dan makanan;
pendidikan dan kebudayaan;

pariwisata;

pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;dan
m. ketenagakerjaan.
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Bagian Kedua
Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 4

Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan meliputi:

mo o o

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

pelaksanaan pelayanan;
pengelolaan pengaduan masyarakat;
pengelolaan informasi;

penyuluhan kepada masyarakat;
pelayanan konsultasi; dan
pendampingan hukum.

Pasal 5

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diselenggarakan secara mandiri melalui
OSS berbasis resiko dan/atau SPEKTA.

Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, DPMPTSPTK berkoordinasi
dengan Perangkat Daerah terkait.

Perangkat Daerah terkait wajib memberikan rekomendasi atau persetujuan
dalam sistem OSS berbasis resiko dan/atau SPEKTA dalam rangka
penyelesaian Perizinan Berusaha, maupun Nonperizinan.

Kepala DPMPTSPTK menerbitkan izin dan nonizin, setelah mendapat
rekomendasi atau persetujuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses penyelenggaraan perizinan.

Pasal 6

Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif,

dan tidak dipungut biaya.
Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan tahapan:
a. menerima dan memberikan tanda terima;



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

memeriksa kelengkapan dokumen;

mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
menelaah dan menanggapi;

menatausahakan;

melaporkan hasil; dan

memantau dan mengevaluasi.
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Pasal 7

Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c,
dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

paling sedikit:

a. menerima permintaan layanan informasi; dan

b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan
Berusaha dan Nonperizinan.

Pasal 8

Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf d, meliputi:

a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap
pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;

b. manfaat Perizinan Berusaha dan Nonperizinan bagi masyarakat;

c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha dan
Nonperizinan;

d. waktu dan tempat pelayanan; dan

e. tingkat risiko kegiatan usaha.

Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:

a. media elektronik;

b. media cetak; dan/atau

c. pertemuan.

Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilakukan oleh DPMPTSPTK berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait

secara periodik.

Pasal 9

Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, paling
sedikit:

a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;

b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; dan

c. pendampingan teknis.

Pelayanan konsuitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di
ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.

Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
DPMPTSPTK berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait secara
interaktif.



(1)

(1)

(4)

(1)

(2)

3)

Pasal 10

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f
dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan
pelaksanaan perizinan.

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
perangkat daerah yang membidangi hukum.

BAB IV
TIM TEKNIS

Pasal 11

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan
Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada Perangkat Daerah yang
mengampu urusan PTSP dapat dibentuk Tim Teknis.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan
kebutuhan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan
memberikan pertimbangan teknis dalam penyelenggaraan Perizinan
Berusaha dan Nonperizinan.

Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha,
maupun Nonperizinan secara administratif dilakukan oleh DPMPTSPTK.

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha,
maupun Nonperizinan secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah
Teknis.

Kepala DPMPTSPTK mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tasikmalaya
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Perizinan
Tahap Pertama Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 7) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 31 Desember 23821

Diundangkan di Singaparna
Pada tanggal 31 Degember 2821

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 128
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